Reformasi yang inklusif hasilkan satu dari empat kontrak di Republik

Dominika dimenangkan oleh perempuan.

“Kenapa perempuan tidak berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah?” Pertanyaan ini

diajukan oleh tim Direktorat Jenderal Pengadaan Republik Dominika (Contrataciones

Publicas) pada tahun 2012 dan menandai awal disusunnya strategi untuk meningkatkan
keterlibatan perempuan di ranah pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP). Delapan tahun
kemudian, jumlah kontrak yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) yang dipimpin oleh perempuan melebihi ambang batas yang diamanatkan oleh
undang-undang. Tingkat partisipasi perempuan pun makin tinggi dari hari ke hari. Bagaimana
hal ini dicapai oleh Contrataciones Publicas? Jawabannya, pendekatan yang menggabungkan
pengembangan sistem informasi nasional, pembuatan platform pengadaan secara elektronik,
pelatihan untuk berbagai pelaku dalam sistem pengadaan, dan diskusi terbuka yang diadakan

secara teratur untuk para pelaku ini.

Menurut data dari Bank Pembangunan Antar-Amerika (/DB), di negara-negara di Kawasan
Amerika Latin dan Karibia, PBJP menyumbang hampir 30% belanja anggaran dan 8,6% dari

PDB. Peran yang begitu penting dalam perekonomian menjadikan PBJP kunci untuk


https://www.dgcp.gob.do/
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mejor-gasto-para-mejores-vidas-C%C3%B3mo-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-puede-hacer-m%C3%A1s-con-menos.pdf

mewujudkan perekonomian yang inklusif dan pembangunan di negara-negara ini. Dengan
mengintegrasikan dan memperkuat partisipasi perempuan di sektor PBJP, pemerintah dapat
menciptakan berbagai peluang baru dan mempromosikan ekonomi dan masyarakat yang lebih

adil.

Itulah jalan yang dipilih oleh Republik Dominika. Selama kurang dari satu dekade, strategi
baru PBJP menghasilkan peningkatan 16% dalam jumlah kontrak yang diberikan kepada
UMKM vyang dipimpin perempuan. Pada 2012, UMKM pimpinan perempuan mendapatkan
10% kontrak dengan nilai belanja sebesar USD 41 juta (Rp 587,8 miliar). Angka ini naik ke
26% pada tahun 2019 dengan nilai USD 125 juta (Rp 1,8 triliun). Porsi kontrak yang
dimenangkan perempuan pengusaha juga meningkat di tender publik yang kompetitif dan
masih didominasi lelaki, yaitu dari 20% pada tahun 2013 menjadi hampir 30% pada tahun
2019. Namun pencapaian terpenting dari tim reformasi pengadaan adalah pemahaman yang
mereka dapatkan terhadap permasalahan di sistem PBJP. Pemahaman dibangun tidak saja
dengan bantuan data sebagai bahan mentah pendorong perubahan, tetapi juga dengan
mendengarkan secara aktif kebutuhan perempuan dan lembaga pengadaan di Republik

Dominika.

Awal mula: sebuah sektor tanpa daftar penyedia barang/jasa

“Tanpa informasi, tidak bisa ada apa-apa,” ujar Yokasta Guzman, direktur Contrataciones
Publicas, mengenang masa awal reformasi. Pada 2012, timnya meninjau statistik nasional
mengenai perempuan di Republik Dominika. Meskipun statistik umum mencerminkan peran
penting perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial, tidak ada data tentang
partisipasi perempuan dalam PBJP. Situasi sektor PBJP secara umum bahkan lebih suram:
lembaga pengadaan nasional tidak memiliki catatan barang dan jasa yang dibeli oleh

pemerintah dan kurang dari 2% lelang diiklankan secara publik.



Kurangnya informasi menghambat tim Guzman dalam membuat keputusan untuk
memperbaiki proses pengadaan. Pada saat itu, hanya ada satu daftar penyedia barang/jasa.
Daftar ini tidak dapat diandalkan dan tidak memiliki kolom yang mencatat gender penyedia.
Selain itu, meskipun secara teori penyedia barang/jasa diharuskan terdaftar, ada beberapa

pemenang lelang yang datanya tidak muncul.

“Perusahaan yang ikut tender pengadaan tidak terdaftar; perusahaan yang terdaftar, tidak

ikut,” kenang Guzman.

Berangkat dari situasi tersebut, pada tahap awal, tim reformasi PBJP berfokus pada dua
kebutuhan mendasar: perbaikan sistem data penyedia barang/jasa dan pengembangan alat
yang dapat mengumpulkan informasi dari berbagai tahap proses pengadaan. Tim pun mulai
mengumpulkan data dari semua tahapan proses pengadaan: dari pemanggilan proposal hingga
penandatanganan kontrak. Langkah ini merupakan tonggak penting; daftar penyedia
memungkinkan tim dengan sumber daya terbatas itu untuk mengidentifikasi dan

memprioritaskan kelompok perempuan untuk mengedepankan kegiatan reformasi tertentu.



Pangsa penyedia yang dipimpin perempuan menurut kategori

Januari 2020

Pelatihan, konsultasi, dan periklanan

|w
=
&
g
=
2.

Peralatan Kantor

. <

&

5 5

< =}

® s
e
=
2.
:
3

Pertanian dan peternakan

Sewa

Peralatan elektronik, listrik dan komputer

-]
g
.
)
=
5
=]

Persepsi terhadap sistem pengadaan dan hambatan untuk memasuki pasar PBJP

Menurut laporan dari Value for Women dan Open Contracting Partnership, sejumlah faktor

mempersulit perempuan untuk berpartisipasi dalam PBJP. Antara lain, pemahaman yang


https://www.open-contracting.org/wp-content/uploads/2020/07/OCP2020-Perspectivas-genero-contrataciones.pdf

rendah tentang proses dan produk keuangan, kurangnya pengetahuan tentang peluang bisnis,
dan ukuran perusahaan—perusahaan yang dipimpin perempuan biasanya merupakan
perusahaan yang lebih kecil. Selain itu, hambatan administratif dan ekonomi lainnya juga
memperparah ketidaksetaraan, seperti diskriminasi dalam peraturan pemerintah dan akses

yang tidak sama terhadap fasilitas pinjaman dan modal investasi.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam sistem pengadaan merupakan fenomena global. Di

Uni Eropa, hanya 26% penyedia barang/jasa pemerintah yang memiliki manajer perempuan.
Di Amerika Serikat, usaha yang dijalankan perempuan mendapatkan hanya 4,7% dari seluruh
kontrak pemerintah pusat. Di Chili, hanya 30% penyedia PBJP yang dipimpin oleh
perempuan dan mereka hanya menerima 27% dari nilai kontrak. Sementara itu, di sebagian
besar negara-negara lainnya, data statistik sulit didapat karena data yang diperlukan untuk

mengevaluasi partisipasi perempuan di pasar PBJP jarang dikumpulkan dan dipantau.

Di Republik Dominika, ada karakteristik tertentu dari sistem pengadaannya yang secara
langsung memengaruhi keterlibatan perempuan: pertama, penggunaan bahasa teknis saat
evaluasi proposal penyedia dan dalam rumusan kriteria; kedua, keterlambatan pembayaran
tagihan kepada penyedia. Yang terakhir ini membuat perempuan menghindari PBJP.
Perusahaan yang mereka pimpin umumnya berkategori UMKM, sehingga tidak dapat
bertahan tanpa arus penerimaan kas yang stabil. Selain itu, tim Contrataciones Publicas
menemukan bahwa perempuan cenderung mengikuti tender dengan nilai kontrak dan tingkat
risiko lebih rendah dibandingkan pekerjaan bernilai tinggi, namun lebih kompleks. Namun,
faktor-faktor ini bukanlah satu-satunya hambatan. Penelitian tentang pengaruh eksternal juga
penting untuk mengidentifikasi peran aspek sosial lainnya dan untuk memahami

permasalahan secara utuh.

“Kami perlu melihat lebih jauh dari data sistem,” kata Dr. Yokasta Guzman. Salah satu
langkah yang dilakukan Guzmén dan tim adalah bekerja sama dengan petugas pengadaan
untuk menunjukkan bagaimana persepsi pejabat pemerintah mempersempit peluang
penyedia. Beberapa unit pengadaan di daerah merasa bahwa usaha milik perempuan tidak
punya kemampuan teknis atau struktur organisasi untuk dapat memenuhi kebutuhan

pemerintah. Perempuan juga tidak percaya mereka mampu memenangkan kontrak PBJP.


https://www.open-contracting.org/wp-content/uploads/2020/07/OCP2020-Perspectivas-genero-contrataciones.pdf

Selain itu, menurut survei yang dilakukan oleh tim Guzman, persepsi terhadap PBJP sebagai
sektor yang sarat korupsi mengecilkan animo untuk berpartisipasi. Bagi Andrés De La Rosa,
analis data untuk Contrataciones Publicas, temuan ini menyoroti ‘“rendahnya
ketidakpercayaan secara umum terhadap sistem” dan pentingnya tindakan yang diambil untuk

melibatkan perempuan dan pejabat pemerintah.

Tonggak perubahan pertama: “Perempuan ingin berpartisipasi”

Pada akhir 2012, pemerintah membuka tender dalam jumlah besar untuk pembangunan
sekolah negeri. Metode yang digunakan adalah memilih penyedia barang/jasa secara "acak"
dari kumpulan penyedia yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan (untuk informasi lebih
lanjut tentang kelebihan dan kelemahan dari metode ini, lihat penelitian ini). Setelah
pemenang-pemenang kontrak ditetapkan, data menunjukkan bahwa sejumlah besar arsitek
dan insinyur perempuan memenangkan tender dalam kuantitas yang cukup tinggi. Bagi
Guzman, fakta ini memperlihatkan, partisipasi perempuan naik ketika kondisi PBJP lebih
setara. Lebih dari itu, kepala lembaga pengadaan nasional ini melihat sesuatu yang lebih
penting: “Perempuan memperoleh kepercayaan diri di pasar publik dan mengidentifikasi
peluang usaha baru.” Setelah peristiwa tadi, ragam barang/jasa yang disediakan perempuan
pengusaha untuk pembeli dari kalangan pemerintah meningkat: pintu, kloset, kayu. Bahkan,
terbentuk asosiasi perempuan pelaku usaha konstruksi. Tonggak sejarah ini menegaskan
minat perempuan di pasar PBJP dan perlunya realisasi rencana untuk mempromosikan proses

yang lebih inklusif.

Data sebagai kunci untuk membuat keputusan

Reformasi yang dijalankan Contrataciones Publicas bukanlah proses coba-coba.
Pemberdayaan perempuan dalam PBJP selalu dipandu oleh analisis dan penggunaan data
tentang dan di luar sistem pengadaan. Setelah tim memiliki informasi yang cukup tentang
proses pengadaan, mereka mengajukan pertanyaan: “Di mana perempuan pengusaha berada
dan apa yang dijual kepada pemerintah?” Saat itu, tim menemukan bahwa partisipasi
perempuan terkonsentrasi di wilayah tertentu di Republik Dominika. Tim memutuskan
bertemu langsung untuk mengenal dan memahami kebutuhan mereka. “Persepsi pegawai

pemerintah dari pekerjaan di belakang meja sangat berbeda dari yang sebenarnya terjadi di


https://are.berkeley.edu/sites/are.berkeley.edu/files/job-candidates/paper/entrepreneurship_pecencoschmidtpadillataveras_0.pdf

lapangan. Bekerja sama dengan berbagai sektor penting untuk memahami realitas yang
berbeda-beda. Kebijakan perlu diberikan ‘wajah’ untuk mengurangi ketidakpastian. Sistem

pengadaan harus dimanusiakan,” kata Guzman.

Legislasi juga menjadi alat untuk memperkuat kehadiran perempuan di pasar publik.
Republik Dominika menyetujui undang-undang yang menetapkan bahwa 5% dari pembelian
tahunan dart UMKM harus diberikan kepada perusahaan yang dipimpin oleh perempuan

(untuk latar belakang tentang kuota dalam sistem PBJP, lihat laporan ini). Menurut data

terakhir, kuota ini setara dengan nilai pengadaan lebih dari USD 110 juta (Rp 1,5 triliun) per
tahun. Guzman mengatakan bahwa sebelum menerapkan kebijakan tersebut, “menjelang
akhir tahun, perempuan sadar ada persentase yang belum digunakan dan mengejar waktu

untuk memanfaatkannya.”

Informasi yang dihasilkan oleh data disertai dengan survei yang mengungkap kebutuhan
penyedia yang dipimpin perempuan: pelatihan teknis dan bantuan untuk menjual barang/jasa
ke pemerintah. Survei juga menyingkap keberadaan tantangan lain, yaitu rendahnya
keikutsertaan di asosiasi industri dan terdapat perusahaan-perusahaan dengan struktur yang
tidak bisa diprediksi. Akibatnya, perusahaan tidak bisa memanfaatkan peluang PBJP secara

optimal.

Dari data ke tindakan: jalan menuju PBJP yang lebih partisipatif

Menciptakan pasar yang lebih inklusif memiliki tantangan tersendiri. Dalam hal partisipasi
perempuan, para ahli yang diwawancarai oleh Value for Women and Open Contracting
menyoroti perlunya memahami kesenjangan gender dalam PBJP, mendefinisikan dengan jelas
apa yang dimaksud dengan perusahaan yang “dipimpin” oleh perempuan, dan menciptakan
mekanisme umpan balik yang permanen dalam strategi pemerintah. Intinya: jangan bekerja

dalam satu arah.


http://sb.gov.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Ley-No-488-08.pdf
https://www.open-contracting.org/wp-content/uploads/2020/07/OCP2020-Gender-Responsive-Procurement.pdf
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Mariel Acevedo Aracena, seorang insinyur dan pemilik perusahaan konstruksi.

Semua rekomendasi ini tercermin dalam strategi Republik Dominika. Reformasi legislatif
diupayakan untuk menciptakan kondisi yang mendukung partisipasi perempuan. Pembuatan
portal pengadaan juga membantu memperluas partisipasi penyedia ke luar tingkat lokal.
Untuk Mariel Acevedo Aracena, seorang pengusaha di industri konstruksi, sistem pengadaan
secara elektronik meningkatkan efisiensi proses: “Sebelum ada portal, perusahaan berkontak
langsung dengan setiap entitas yang dikirimkan penawaran. Ada banyak ketidakpastian,
karena kita tidak tahu batas harga terendah, akses ke dokumen kontrak yang sangat sulit, dan
perlunya melakukan perjalanan untuk secara fisik mendapatkan informasi tentang persyaratan
minimum agar dapat mengajukan penawaran (...). Sulit sekali. Bayangkan jika ingin
mengajukan proposal untuk lima sampai enam proses pengadaan. Rasanya seperti bekerja di

dalam gelap dan ruang untuk korupsi juga lebih terbuka.”

Dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk memperkuat kehadiran perempuan dalam PBJP,

ada beberapa yang menonjol:

e Pertemuan tatap muka untuk meningkatkan kapasitas perempuan pemimpin
usaha: lokakarya bertema “Cara menjual barang dan jasa kepada Negara” dan “Cara
jitu menyajikan penawaran” memberikan panduan tidak hanya tentang cara mengatasi
hambatan teknis dalam menggunakan portal, tetapi pengetahuan untuk memahami

cara memanfaatkan peluang. Kedua kegiatan ini mencakup topik tentang


https://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/capacitacion/presentaciones/Como%20Vender%20al%20Estado%20Marzo%20-2020.pdf

penghitungan biaya produksi dan menjual dengan harga yang kompetitif. Melalui
inisiatif ini, perempuan juga menerima pelatihan tentang cara menganalisis tender
yang telah selesai dan rencana pengadaan pemerintah untuk membuat perusahaan

lebih profesional.

Jejaring bisnis: berbagai forum jejaring mempertemukan pejabat-pejabat dari entitas
pengadaan terbesar di Republik Dominika dengan perempuan pengusaha. Di berbagai

pertemuan itu, perempuan pengusaha mempromosikan dan menampilkan produk
mereka serta menyimak kebutuhan pembelian dari pembeli. Di antara pencapaian
lainnya, inisiatif ini menciptakan dialog yang lebih lancar antara berbagai pelaku
pengadaan dalam sistem PBJP.

Pengembangan indikator: “mengukur untuk mendorong perubahan” adalah tujuan
perumusan indikator untuk memantau kontrak yang diberikan kepada perusahaan
pimpinan perempuan oleh berbagai lembaga pemerintah yang berbeda.
SISCOMPRAS, contohnya, adalah sub-indikator yang dikembangkan untuk
memantau kepatuhan terhadap UU 340-06, amandemen UU, dan peraturan terkait.
Indikator ini juga memiliki sub-indikator yang mengukur kepatuhan terhadap kuota
pembelian untuk UMKM dan UMKM yang dipimpin oleh perempuan yang
ditetapkan dalam peraturan pengadaan dan peraturan sektoral.

Pembuatan dashboard dengan data dan statistik gender yang diperbarui: data

tentang jumlah dan kontrak vang diberikan kepada perempuan pengusaha mulai

dipublikasikan di situs web Direccion General de Compras. Informasi ini juga
disertai dengan statistik umum tentang sistem pengadaan.
Daftar eksklusif penyedia barang/jasa: badan pengadaan nasional menyusun daftar

semua perusahaan penyedia barang/jasa pemerintah vang dipimpin oleh perempuan.

Daftar penyedia barang/jasa dibagikan ke berbagai entitas pengadaan di seluruh
negeri sehingga mereka dapat mempelajari produk dan mengundang penyedia untuk
berpartisipasi dalam proses lelang.

Pembuatan unit promosi: Unit ini memungkinkan identifikasi institusi (sekolah,

kantor, rumah sakit, dIl.) di wilayah tertentu dan untuk memahami barang dan jasa

yang dibutuhkan untuk mempromosikan pembelian lokal dari usaha kecil dan

menengah. Unit ini juga bertugas melakukan kajian dan analisis informasi tentang

sistem pengadaan agar pasar PBJP menjadi lebih efisien.


https://www.dgcp.gob.do/interes/ruedas-de-negocios/
https://www.dgcp.gob.do/interes/ruedas-de-negocios/
https://www.dgcp.gob.do/siscompras/
https://www.dgcp.gob.do/datos-abiertos/visualizaciones/
https://www.dgcp.gob.do/datos-abiertos/visualizaciones/
https://www.dgcp.gob.do/mujer/
https://www.dgcp.gob.do/mujer/
https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/fomento-del-mercado-publico/
https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/fomento-del-mercado-publico/

Di antara kegiatan yang diselenggarakan oleh badan pengadaan, kegiatan yang paling
disambut oleh perempuan adalah lokakarya. “Terkadang kita merasakan keterbatasan, tetapi
pelatihan membantu saya memahami bahwa peluang tersedia untuk semua orang,” kata
Antonia Castro, pemilik perusahaan perlengkapan kebersihan. Bagi penyedia yang usahanya
berdiri kurang dari dua tahun lalu ini, pelatihan “adalah fondasi untuk memulai bisnis apa

2

pun.

Antonia Castro adalah pemilik perusahaan perlengkapan kebersihan dan salah satu dari
banyak penyedia barang/jasa yang ikut serta dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh

Contrataciones Publicas.

Standar data: keterbukaan, transparansi, dan kualitas informasi yang lebih tinggi

Kualitas dan keterbukaan data PBJP membantu pemerintah dan berbagai aktor masyarakat
sipil untuk membuat keputusan yang lebih baik. Hal ini juga memungkinkan pemantauan

proses, perumusan indikator, dan transparansi pembelanjaan dana publik. Sebab itulah, pada

bulan April tahun ini, Contrataciones Publicas mulai_ mempublikasikan data dari sistem
pengadaan mengikuti Standar Data Keterbukaan Pengadaan (OCDS). Implementasi OCDS

memungkinkan informasi tentang semua proses yang dilakukan sejak peluncuran portal


https://datos.gob.do/
https://standard.open-contracting.org/latest/en/

elektronik tersedia untuk umum. Set data saat ini berisi lebih dari 152.000 data kontrak dan

diperbarui setiap kuartal.

Meskipun secara default OCDS tidak menyediakan perincian data penyedia, fleksibilitas
standar data ini memungkinkan tim pengadaan membuat fitur khusus untuk mengevaluasi
dan mengukur kemajuan kontrak yang diberikan berdasarkan berbagai anggaran dan dari

macam-macam entitas.

Hasil: angka dan perubahan dalam ekosistem pengadaan

Pendekatan yang universal, yang menargetkan kelompok tertentu dan dengan tindakan
berkelanjutan dari waktu ke waktu, berhasil meningkatkan jumlah kontrak secara umum, dari
9.700 pada tahun 2013 menjadi 23.000 pada tahun 2019, atau naik sebesar lebih dari 130%.
Sementara itu, data tahun 2019 menunjukkan hampir 30% pembelian dan kontrak publik

diberikan kepada perempuan.

Nilai kontrak tahunan yang diberikan kepada perempuan berfluktuasi antara tahun 2013 dan
2019. Pada tahun 2013 dan 2014, nilai sebesar masing-masing USD 270 juta (Rp 3,8 triliun)
dan USD 234 juta (Rp 3,3 triliun) diberikan kepada penyedia yang dipimpin oleh perempuan.
Menurut Contrataciones Publicas, tingginya angka tersebut tidak hanya dapat dikaitkan
dengan langkah-langkah yang diambil oleh lembaga, tetapi juga dengan diperkenalkannya

metode “undian” untuk pengadaan pekerjaan (untuk informasi lebih lanjut tentang kelebihan

dan kekurangan metode ini, lihat studi). Nilai tahunan kontrak yang diberikan mengalami
penurunan hingga tahun 2017. Namun, pengembangan portal kontraktor pada tahun yang
sama dan tindakan yang dilakukan berdampak positif per tahun 2018. Peningkatan nilai

kontrak tahun 2018 mencapai lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai kontrak yang diberikan kepada perempuan
Angka dalam juta dolar
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Source: Direccion General de Contrataciones de Republica Dominicana - Get the data « Created with Datawrapper

Di Republik Dominika, 50% usaha milik perempuan berbentuk UMKM. Dengan
memperhatikan persentase ini, pengaruh positif lain yang terlihat dari kegiatan
Contrataciones Publicas adalah peningkatan berkelanjutan terhadap nilai proyek yang
diberikan kepada UMKM ini dalam bentuk berbagai kontrak kecil. Antara 2013 dan 2018,

misalnya, peningkatan nilainya melebihi 600%.

Nilai kontrak yang diberikan kepada perempuan
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Source: Direccion General de Contrataciones de Repiiblicos Dominicana - Get the data - Created with Datawrapper

Diversifikasi usaha



Strategi tersebut juga memicu perubahan jenis produk dan jasa yang ditawarkan oleh
perempuan. Pada tahun 2015, hampir 40% penyedia barang/jasa yang dipimpin perempuan
bergerak di sektor konstruksi. Jasa konsultasi, tekstil, makanan dan perlengkapan kebersihan,
melengkapi daftar lima kategori dengan jumlah perusahaan terbanyak yang dipimpin
perempuan. Lima tahun kemudian, usaha milik perempuan telah terdiversifikasi. Survei
terbaru yang dilakukan oleh lembaga pengadaan menunjukkan bahwa perusahaan pelatihan,
konsultasi, dan periklanan memimpin di peringkat teratas. Konstruksi masih terus menjadi

industri terpenting kedua dan perlengkapan kantor menggantikan posisi penjualan makanan.

Menuju pasar yang lebih inklusif: beberapa tantangan dan langkah selanjutnya

Mengikutsertakan dan memperkuat partisipasi berbagai aktor dalam PBJP merupakan proses
yang panjang dengan berbagai kemajuan dan kemunduran. Salah satu pencapaian terpenting
di Republik Dominika adalah bergabungnya pengusaha perempuan dengan asosiasi usaha.
“Sebagian besar UMKM didukung tenaga kerja hingga 10 orang. Hal ini membuat kapasitas
operasional dan keuangan mereka sangat terbatas. Mereka perlu bergabung dengan asosiasi
dan kami berikan mereka dukungan di awal sehingga mereka bisa lebih ambisius di luar
pencapaian meraih kontrak melalui metode undian,” jelas Guzman. Menurut Antonia Castro,
sistem juga perlu memberikan peluang yang lebih baik bagi perusahaan kecil, karena dalam

beberapa kasus mereka percaya bahwa hambatan terjadi karena mereka perempuan.

Bagi Mariel Acevedo Aracena, masih banyak badan publik yang harus memenuhi target 20%
pemberian kontrak kepada perempuan. Dia juga berpendapat, peran Contrataciones Publicas
perlu diperkuat: “Lembaga pengadaan hanya dapat merekomendasikan praktik yang baik.
jika penawar melaporkan ketidakberesan, setelah keputusan dibuat semuanya sudah

terlambat.”

Acevedo Aracena menyoroti tantangan lain: penciptaan standar baru untuk meningkatkan
efisiensi proses. Dia menyinggung kewajiban melakukan 'kunjungan lapangan' bagi pelaku
industri konstruksi sebelum mengikuti tender. Seringkali, tenggat waktu yang ditentukan
sangat singkat. Selain itu, karena penawaran harus diajukan secara langsung, waktu

perjalanan memangkas waktu penyiapan penawaran.



Dalam hal persepsi terhadap korupsi, terjadi perubahan dari ke waktu. Hal ini menunjukkan
bahwa strategi Contrataciones Publicas berhasil meningkatkan kepercayaan terhadap sistem
PBJP. Akan tetapi, jalan masih panjang. Misalnya, pada tahun 2015, 63% perempuan percaya
bahwa korupsi PBJP meningkat. Pada tahun 2020, jumlah itu turun 20 poin persen menjadi
43%. Penurunan itu penting, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa persepsi negatif terhadap

proses pengadaan masih tinggi.

Krisis kesehatan vyang disebabkan oleh COVID-19 menciptakan tantangan baru bagi

Contrationes Publicas dan menunjukkan bahwa masih diperlukan langkah lebih lanjut untuk

memerangl _korupsi. Maraknva pengadaan darurat menuntut transparansi vang lebih besar

dalam proses pengadaan. Pelaku masyarakat sipil menyerukan agar nama-nama pemenang

lelang dan harga satuan yang dibayarkan untuk produk diumumkan lebih cepat, disertai
periode yang lebih singkat antara pembukaan dokumen proposal dan penetapan pemenang.
Sementara itu, dalam pengadaan darurat, harga yang dikenakan atas produk menjadi tinggi
dan pengiriman terlambat karena permintaan pasar internasional yang sangat besar.
Akibatnya, Contrataciones Publicas menyiapkan panduan umum untuk pengadaan darurat
dan berbagai peraturan dikeluarkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap proses ini.
Misalnya, dibuat daftar produk tertentu yang diperbolehkan dibeli dengan metode darurat. Di
sini, peran penting keterbukaan pengadaan menjadi makin relevan. Tidak hanya untuk
memantau proses darurat, tetapi juga untuk bertindak cepat terhadap kasus-kasus dengan
potensi korupsi. OCDS adalah alat yang berharga untuk publikasi informasi dan
menghasilkan tanggapan pemerintah yang efisien serta menyelesaikan potensi konflik pada

saat tindakan cepat diperlukan.

Di masa mendatang, lokakarya yang mempromosikan penggunaan kembali data terbuka oleh
penyedia barang/jasa, badan publik pelaksana pengadaan, dan organisasi masyarakat sipil
perlu dilaksanakan. Pelatihan dan identifikasi kelompok pengguna informasi adalah kunci
untuk menciptakan kebutuhan akan informasi yang mendorong transparansi dan efisiensi
PBJP yang lebih besar melalui proses pemantauan warga dan pemerintah. Untuk sistem data
keterbukaan pengadaan, penting untuk meningkatkan volume data yang dipublikasikan dan

tingkat perincian data. Dataset juga perlu diperbarui lebih sering. Langkah-langkah ini akan
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meningkatkan kualitas data dan keputusan yang dibuat, serta akan menciptakan peluang baru

untuk analisis.

Belum lama ini, Republik Dominika memilih pemerintahan nasional yang baru. Agenda
pemerintahan mendatang menunjukkan fokus pada transparansi dan perang melawan korupsi.
Kepala lembaga pengadaan, posisi yang akan dijabat oleh direktur Transparency International
di negara itu, akan menjadi pilar utama dalam proses ini. Mengingat lebih dari 30% anggaran
nasional ditujukan untuk kontrak dan kebutuhan untuk merevitalisasi ekonomi, keterbukaan
dan transparansi yang lebih besar adalah dua faktor mendasar dalam hal integritas publik dan
penggunaan sumber daya secara lebih efisien. Pendekatan global dan penyertaan semua
sektor sosial akan memperkuat proses ini, memandu jalan menuju masyarakat yang lebih adil

dan setara untuk semua.

#VersiBahasalndonesia #datause #publicprocurement #progressstory
#Women-OwnedBusiness #WomenEntrepreneurship #DominicanRepublic

#VendorsEngagement
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